
BUPATI  KAPUAS  HULU 
PROVINSI  KALIMANTAN BARAT 

                                                                                                                                          

PERATURAN  BUPATI  KAPUAS  HULU 

NOMOR    33    TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 
 Menimbang  

 

 

 

Mengingat  

 
 

: 
 

 

 

: 
 

 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupoaten Kapuas Hulu Nomor 11        
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu 

membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 
 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
 

 



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 trntang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65  Tahun 2005 tentang Pedoman  Penyusunan dan Penerapan  Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37  Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun  2014  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2015  tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015; 

28. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor  207/BPKAD/2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan 

Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun Anggaran 2015; 

29. Peraturan Bupati  Kapuas Hulu  Nomor 55 Tahun  2014  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;  

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah  Rp. 1.313.951.400.125,00  bertambah sebesar 

Rp.253.013.692.187,54 sehingga menjadi Rp.1.566.965.092.312,54 dengan rincian sebagai berikut : 

 

 



1. Pendapatan       
a. Semula          Rp. 1.274.982.240.125,00 

b. Bertambah / (Berkurang)      Rp.    175.638.751.108.34 (+) 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan        Rp    1.450.620.991.233,34 

 
2. Belanja        

a. Semula          Rp. 1.269.076.400.125,00  

b. Bertambah / (Berkurang)      Rp     249.569.851.059,54         
Jumlah Belanja  setelah Perubahan         Rp.   1.518.646.251.184,54(-) 

                                            Suplus/(Defisit)         Rp.      (68.025.259.951,20) 

                                          
3. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan   
1. Semula        Rp.      38.969.160.000,00 
2. Bertambah / (Berkurang)     Rp.      77.374.941.079,20 

Jumlah Penerimaan  setelah Perubahan        Rp.     116.344.101.079,20  
 

b. Pengeluaran   
1. Semula        Rp.       44.875.000.000,00 
2. Bertambah / (Berkurang)     Rp.         3.443.841.128,00 (+) 

Jumlah Pengeluaran  setelah Perubahan        Rp.       48.318.841.128,00(-) 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan     Rp.    68.025.259.951,20   

       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan    Rp.                             0,00 

 

Pasal  2 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 
 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

 

Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal   9 Oktober 2015 

PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU, 
 

 
 

      MARIUS MARCELLUS TJ. 

 
 
 

 

Diundangkan di Putussibau 

Pada tanggal   9 Oktober 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

 

 

 

                             MUHAMMAD SUKRI 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 33 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 


